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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
2.1  Implementasi 

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau 

penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan implementasi sebagai 

evaluasi, sedangkan Browne dan Wildavsky  mengemukakan bahwa 

”implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan” 

(dalam Nurdin dan Usman, 2004:70). Sedangkan Menurut Patton dan 

Sawicki seperti yang dikutip oleh Hessel Nogi S. Tangkilisan mengatakan 

bahwa: 

”Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan 
untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif 
mengatur cara untuk mengorganisisr, menginterpretasikan dan 
menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan 
mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif 
dan efisien sumber daya, unit-unti dan teknik yang dapat 
mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi 
terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat 
diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan” 
(Tangkilisan, 2003:9). 

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata 

implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau 

mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa 

implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 

terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan 

norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, 

implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya 

yaitu pembangunan. Rippley dan Franklin seperti yang dikutip oleh Hessel 
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Nogi S. Tangkilisan dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik yang 

Membumi mengemukakan bahwa tiga kegiatan utama yang paling penting 

dalam implementasi keputusan adalah: 

1. Penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan 
makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan 
dapat dijalankan. 

2. Organisasi yaitu merupakan unit atau wadah untuk 
menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan. 

3. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi 
pelayanan, upah, dan lain-lainnya. 

(Tangkilisan, 2003:18) 

Dalam kenyataannya, implementasi merupakan proses untuk 

melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan 

harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. Dalam 

konteks implementasi pebangunan pendekatan-pendekatan yang telah 

dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses. Esensinya 

implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk 

mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang 

dituangkan dalam bentuk rancangan pembangunan desain (tertulis) agar 

dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan 

itu mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda. 

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa implementasi 

kebijakan menyangkut tiga hal. Pertama  adanya tujuan dan sasaran 

kebijakan. kedua adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan. Ketiga 

adanya hasil kegiatan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis 

dimana pelaksana kegiatan melaksanakan suatu aktifitas atau kegiatan 

dan implementasi itu harus diterapkan pada prakteknya bukan sekedar 
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teori demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Tangkilisan, 2003:20).  

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi:  

1. Program dirancang dengan landasan yang jelas, dengan kelompok 

sasaran, perubahan perilaku, dan tujuan yang jelas. 

2. Pendukung kebijakan memuat arahan dan struktur organisasi yang 

tepat sehingga memaksimalkan proses pelaksanaan. 

3. Pemimpin lembaga punya keterampilan manajerial dan politik yang 

memadai. 

4. Program didukung oleh kelompok konstituen yang terorganisasi 

dengan dukungan legislatif yang kuat. 

5. Prioritas kebijakan tidak diganggu oleh konflik diantara perumus 

kebijakan dan perubahan kondisi sosial- ekonomi. 

 

2.2 Kebijakan Publik 

Banyak sekali definisi tentang kebijakan publik. Sebagian besar ahli 

memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan 

atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang 

dianggap akan membawa pengaruh positif bagi kehidupan warga 

negaranya. Bahkan dalam pengertian yang lebih luas kebijakan publik 

acapkali diartikan sebagai “apapun yang dipilih oleh pemerintah apakah 

untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Apa yang dikemukakan diatas 

merujuk ke semua keputusan pemerintah untuk memutuskan atau tidak 

memutuskan sesuatu atas masalah yang dihadapinya. Menurutnya, 

kebijakan pemerintah tidak hanya merujuk kepada apa yang dilakukan 
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dan diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan, tetapi ketika pemerintah 

tidak melakukan tindakan apapun atas isu yang berkembang juga 

merupakan kebijakan publik dari pemerintah. 

Kebijakan publik tidak didefinisikan sebagai sesuatu yang 

ditetapkan secara tiba-tiba dan tanpa sesuatu sebab atau sebagai sesuatu 

yang aksidental, tetapi kebijakan publik adalah tindakan atau keputusan 

pemerintah untuk merespon tekanan-tekanan untuk kemudian diambil 

tindakan tersebut. Dengan demikian kebijakan publik adalah tindakan 

pemerintah atas sesuatu masalah yang dipilih dari alternatif-alternatif 

tindakan yang menghasilkan keputusan dalam bentuk undang-undang, 

pernyatan publik, peraturan pemerintah dan secara luas diterima dan 

publik melihatnya sebagai pola tindakan. 

Secara ringkas dapat didefinikan bahwa kebijakan publik adalah 

keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran 

strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas 

publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik 

haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat 

dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan 

untuk bertindak atas nama rakyat banyak. 

Proses kebijakan baru dimulai ketika para pelaku kebijakan mulai 

sadar bahwa adanya situasi permasalahan, yaitu situasi yang dirasakan 

adanya kesulitan atau kekecewaan dalam perumusan kebutuhan, nilai 

dan kesempatan. Dunn berpendapat bahwa metodologi analisis kebijakan 

menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam 
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pemecahan masalah manusia: definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan 

evaluasi (Dunn, 2003:121). Dalam analisis kebijakan prosedur-prosedur 

tersebut memperoleh nama-nama khusus, yakni: 

1. Perumusan Masalah: perumusan masalah (definisi) menghasilkan 

informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah 

kebijakan. 

2. Peramalan: peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai 

konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan. 

3. Rekomendasi: rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi 

mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan 

dari suatu pemecahan masalah. 

4. Pemantauan: pemantauan (deskripsi), menghasilkan informasi 

tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya 

alternatif kebijakan. 

5. Evaluasi: evaluasi, yang mempunyai nama sama dengan yang 

dipakai dalam bahasa sehari-hari, menyediakan informasi mengenai 

nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan 

masalah. 

William N. Dunn (2003:116) mengemukakan bahwa analisis 

kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan 

berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan 

memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat 

dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-

masalah kebijakan. 
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Weimer and Vining (1998:1): The product of policy analysis is 

advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision. 

Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan 

pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang 

dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan 

dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang 

mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan 

kebijakan. 

Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk 

membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-

masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-

informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-

argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan 

pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan. 

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat 

dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik 

tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan 

sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik 

semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan 

publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun 

sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni 

memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar 

didapat kebijakan yang lebih berkualitas. Dunn (2003: 117) membedakan 

tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu: 
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1. Analisis kebijakan prospektif: Analisis Kebijakan Prospektif yang 

berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan 

dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan 

suatu alat untuk mensintesakan informasi untuk dipakai dalam 

merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan 

secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan 

kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan 

keputusan kebijakan. 

2. Analisis kebijakan retrospektif: Analisis Kebijakan Retrospektif 

adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi 

kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analis berdasarkan kegiatan 

yang dikembangkan oleh kelompok analis ini yakni analis yang 

berorientasi pada disiplin, analis yang berorientasi pada masalah 

dan analis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe 

analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan. 

3. Analisis kebijakan yang terintegrasi: Analisis Kebijakan yang 

terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan 

gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan 

dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan 

kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya 

mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan 

retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk 

terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi 

setiap saat. 
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Beragamnya pengertian mengenai kebijakan publik ini tidak bisa 

dihindarkan, karena kata kebijakan merupakan penjelasan ringkas yang 

berupaya untuk menerangkan berbagai kegiatan mulai dari pembuatan 

keputusan-keputusan, penerapan dan evaluasinya. Begitu banyak upaya 

untuk mendefinisikan kebijakan publik secara tegas dan jelas, namun 

pengertiannya tetap saja menyentuh wilayah-wilayah yan seringkali 

tumpang tindih, ambigu dan luas. Beberapa kalangan mendefinisikan 

kebijakan publik hanya sebatas dokumen-dokumen resmi, seperti 

perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Sebagian lagi 

mengartikan kebijakan publik sebagai pedoman, acuan, strategi dan 

kerangka tindakan yang dipilih atau ditetapkan sebagai garis besar atau 

roadmap pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan. 

Definisi-definisi tersebut memperlihatkan luasnya aspek dari 

kebijakan publik dan oleh karenanya tidak dapat diklaim bahwa salah satu 

dari definisi tersebut yang paling tepat. Semua definisi bersifat saling 

melengkapi. Oleh karenanya, dapat disimpulkan adanya enam komponen 

pokok dari kebijakan publik yang kesemuanya merupakan satu kesatuan, 

yakni : 

1. Merepresentasikan antara mengambil tindakan atau tidak 

mengambil tindakan. 

2. Melibatkan sejumlah aktor baik formal maupun informal di dalam 

pemerintahan atau di luar pemerintahan. 

3. Mencakup berbagai tipe tindakan kebijakan publik. 

4. Difokuskan pada tindakan atas sejumlah alternatif yang ada. 
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5. Kebijakan publik menimbulkan konsekwensi yang dikehendaki atau 

tidak dikehendaki. 

6. Diikuti oleh langkah-langkah yang telah ditetapkan, keputusan, dan 

tahap pasca keputusan atas proses pembuatan kebijakan. 

 

2.3 Perencanaan 

Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan 

tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan 

mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan 

merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa 

perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan. 

Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. 

Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan 

merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan 

rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu 

organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan 

rencana bersama anggota korporasi, artinya, setiap anggota harus 

mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk 

mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang 

harus dilakukan. 

Stephen Robbins (http://www.librarything.com/author) 

mengemukakan empat tujuan perencanaan. Tujuan pertama adalah untuk 

memberikan pengarahan baik untuk atasan maupun bawahan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen
http://id.wikipedia.org/wiki/Fungsi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Stephen_Robbins&action=edit&redlink=1
http://www.librarything.com/
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nonmanajerial. Dengan rencana, karyawan dapat mengetahui apa yang 

harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa 

yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa rencana, 

departemen dan individual mungkin akan bekerja sendiri-sendiri secara 

serampangan, sehingga kerja organisasi kurang efesien. 

Tujuan kedua adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika 

seorang manajer membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke 

depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan 

tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. 

Tujuan ketiga adalah untuk meminimalisir pemborosan. Dengan 

kerja yang terarah dan terencana, pegawai dapat bekerja lebih efesien 

dan mengurangi pemborosan. Selain itu, dengan rencana, seorang 

pemimpin juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat 

menimbulkan inefesiensi dalam perusahaan. 

Tujuan yang terakhir adalah untuk menetapkan tujuan dan standar 

yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan 

pengevaluasian. Proses pengevaluasian atau evaluating adalah proses 

membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada. Tanpa adanya 

rencana, manajer tidak akan dapat menilai kinerja perusahaan. 

Perencanaan terdiri dari dua elemen penting, yaitu sasaran (goals) 

dan rencana itu sendiri (plan). Sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh 

individu, grup, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut 

tujuan. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat 

kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fungsi_manajemen&action=edit&redlink=1
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Sasaran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sasaran yang 

dinyatakan (stated goals) dan sasaran riil. Stated goals adalah sasaran 

yang dinyatakan organisasi kepada masyarakat luas. Sasaran seperti ini 

dapat dilihat di piagam perusahaan, laporan tahunan, pengumuman 

humas, atau pernyataan publik yang dibuat oleh manajemen. Seringkali 

stated goals ini bertentangan dengan kenyataan yang ada dan dibuat 

hanya untuk memenuhi tuntutan stakeholder pemerintahan. Sedangkan 

sasaran riil adalah sasaran yang benar-benar dinginkan oleh pemerintah. 

Sasaran riil hanya dapat diketahui dari tindakan-tindakan organisasi 

beserta anggotanya. 

Ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan pemerintah 

untuk mencapai sasarannya. Pendekatan pertama disebut pendekatan 

tradisional. Pada pendekatan ini, pembuat kebijakan memberikan 

sasaran-sasaran umum, yang kemudian diturunkan oleh bawahannya 

menjadi sub-tujuan (subgoals) yang lebih terperinci. Bawahannya itu 

kemudian menurunkannya lagi kepada anak buahnya, dan terus hingga 

mencapai tingkat paling bawah. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa 

pembuat kebijakan adalah orang yang tahu segalanya karena mereka 

telah melihat gambaran besar keadaan masyarakat.  

Pendekatan kedua disebut dengan management by objective atau 

MBO. Pada pendekatan ini, sasaran dan tujuan pemerintah tidak 

ditentukan pemimpin saja, tetapi juga oleh karyawan. pemimpin dan 

bawahan bersama-sama membuat sasaran-sasaran yang ingin mereka 

http://id.wikipedia.org/wiki/MBO
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capai. Dengan begini, bawahan akan merasa dihargai sehingga 

produktivitas mereka akan meningkat.  

 

2.4 Pembangunan 

 Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling 

menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu 

yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini 

serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, 

mulai dari perspektif sosiologi klasik, pandangan Marxis, modernisasi 

oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan 

pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelan-

jutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. 

Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya 

terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara 

sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai 

aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 

2004:78). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada 

perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas 

sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih 

banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan 

hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek 

kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya 

kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan 

secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi 
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yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi 

kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika 

umat.  

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan 

definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah 

pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan 

orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu 

dengan Negara lain.  Namun secara umum ada suatu kesepakatan 

bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. 

Menurut Riyadi pembangunan adalah sumua proses perubahan yang 

dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. 

Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi 

secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan 

Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005:275). Sedangkan Ginanjar 

Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, 

yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui 

upaya yang dilakukan secara terencana” (www.wilkipedia.org). 

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan 

adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan 

perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, 

bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut 

didasarkan pada aspek perubahan, dimana pembangunan, 

perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara kese-

luruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal 
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tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-

masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda 

serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya 

merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy 

Supriyadi Bratakusumah, 2005:277). 

Pembangunan (development) dapat diartikan sebagai proses 

perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, 

ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, 

kelembagaan, dan budaya. Portes mendefenisiskan pembangunan 

sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan 

adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki 

berbagai aspek kehidupan masyarakat (www.wilkipedia.org).  

Menurut Deddy T. Tikson (2005:132) bahwa pembangunan 

nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan 

budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah 

yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat 

dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di 

sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan 

nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan 

menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan 

industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat 

dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan 

memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti 

pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan 
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partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan 

transformasi budaya sering dikaitkan,  antara lain dengan bangkitnya 

semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan 

nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan 

spiritualisme ke materialisme/ sekularisme. Pergeseran dari penilaian 

yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional 

menjadi organisasi modern dan rasional.  

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek 

kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang 

berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (commuinity/ 

group). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/ 

perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi. 

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan ma-

syarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang 

modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan 

industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat 

mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi 

diartikan sebagai proses trasformasi dan perubahan dalam masyarakat 

yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan 

sebagainya. 

Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses 

perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen 

pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di 

mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi 
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modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan 

alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional. 

Selanjutnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

termasuk ilmu-ilmu sosial, para Ahli manajemen pembangunan terus 

berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. 

Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya 

untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan 

yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, 

tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan 

adalah juga pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya hingga 

saat ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat 

menolak asumsi tersebut. Akan tetapi untuk dapat membedakan 

keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasannya, Siagian 

dalam bukunya Administrasi Pembangunan mengemukakan, 

“Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi 

kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi 

sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan 

menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak 

harus terjadi dalam pembangunan.” 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya 

pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa 

pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan 

pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam 
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hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (expansion) 

atau peningkatan (improvement) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu 

komunitas masyarakat. 

 

2.5  Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan 

Penggunaan indikator dan variable pembangunan bisa berbeda 

untuk setiap Negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran 

kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-

kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan 

pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di 

Negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, 

indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor   sekunder 

dan tersier (Tikson, 2005:93). 

Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-

lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau 

PDB), struktur perekonomin, urbanisasi, dan jumlah tabungan. 

Disamping itu terdapat pula dua indikator lainnya yang menunjukkan 

kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah 

yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan Indeks Pembangunan 

Manusia (HDI). Berikut ini, akan disajikan ringkasan Deddy T. Tikson 

(2005:98) terhadap kelima indikator tersebut : 

1. Pendapatan perkapita 

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB 

merupakan salah satu indikaor makro-ekonomi yang telah lama 
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digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif 

makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia 

yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah 

menjadi indikator makro ekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun 

memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan 

nasional selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-

negara dunia. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya 

peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun 

demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini 

mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak 

mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, 

termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. 

2. Struktur ekonomi 

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita 

akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan 

kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan 

peningkatan per kapita, konstribusi sektor manupaktur/ industri dan jasa 

terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan 

sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan 

permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh 

perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Dilain pihak, 
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kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan 

semakin menurun. 

3. Urbanisasi 

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi 

penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di 

pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan 

penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan 

pengalaman industrialisasi di Negara-negara Eropa Barat dan Amerika 

Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengn 

proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan 

semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di 

negara-negara industri, sebagain besar penduduk tinggal di wilayah 

perkotaan, sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang 

proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena 

ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan. 

4. Angka Tabungan 

Perkembangan sektor manufaktur/ industri selama tahap 

industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial capital 

merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah 

masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggris pada umumnya Eropa pada 

awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. 

Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini 

dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah. 

5. Indeks Kualitas Hidup 
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IKH atau Physical Qualty of life Index (PQLI) digunakan untuk 

mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini 

dibuat indikator makro ekonomi tidak dapat memberikan gambaran 

tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan 

ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh 

terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks 

ini dihitung berdasarkan kepada: (1) angka rata-rata harapan hidup 

pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek 

huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian 

bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat 

kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan 

kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek 

huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses 

pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan 

kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga 

akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para 

pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk 

mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, 

disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia. 

6. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) 

The United Nations Development Program (UNDP) telah 

membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk 

beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya 

indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya 
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manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada 

pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini, 

pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan 

mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. 

Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya 

manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang 

menentukan jalan hidup manusia secara bebas. 

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam 

kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi 

peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada 

tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam 

pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan 

pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang 

lebih baik. Indeks ini dibuat dengagn mengkombinasikan tiga 

komponen: (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir; (2) Rata-rata 

pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU; (3) Pendapatan per 

kapita yang dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity. 

Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas 

manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitude 

dan skills, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan 

lingkungannya. 

 

2.6 RPJMD 

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 



51 

 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pernerintahan Daerah, 

menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun 

Pembangunan Jangka Menengah. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah tersebut dituangkan kedalarn dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran 

dari visi, misi dan program Kepala Daerah kedalam strategi pembangunan 

daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah 

kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan 

umum, dan program Susunan Organisasi Perangkat Daerah, lintas 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai 

dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka 

pendanaan yang bersifat indikatif. 

RPJMD  ditetapkan  dengan  maksud  untuk  memberikan  arah 

sekaligus   menjadi   pedoman   bagi   seluruh   pemangku   kepentingan   

baik   bagi pemerintah,   pemerintah   daerah,   masyarakat   dan   dunia   

usaha   di   dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah 

yang berkesinambungan.  

Adapun tujuan penyusunan RPJMD menurut Perda No. 7 Tahun 

2009 tentang RPJMD adalah: 

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka 
menengah; 

2. Menetapkan   pedoman   dalam   penyusunan   Rencana   Strategis   
(Renstra) Susunan Organisasi  Perangkat  Daerah  (SOPD),  
Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah (RKPD), Rencana Kerja 
(Renja) SOPD, dan perencanaan penganggaran; 

3. Mewujudkan  perencanaan  pembangunan  daerah  yang  sinergis  
dan  terpadu antara  perencanaan  pembangunan  nasional,  
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provinsi, kabupaten, antar kabupaten dan desa.  

RPJMD disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan 

mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-

faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten/ kota. 

Penyusunan RPJMD ini dilakukan melalui berbagai tahapan dialog 

sektoral maupun dialog umum yang melibatkan berbagai pemangku 

kepentingan kunci dari pihak Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan 

tinggi, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat. Selain itu 

dilakukan tahapan konsultasi publik yang diharapkan mampu membuka 

kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap 

dokumen RPJM yang akan disusun. 

 

 

 

 

 


